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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Demiv mewujudkan perkembangan Pemerivntahan suatu negara, harus 

divmulaiv dariv livngkup bagivan terkecivl dariv pemerivntahan, sepertiv halnya pada 

negara Ivndovnesiva harus divmulaiv dariv livngkup terkecivl yaivtu Pemerivntahan Desa 

dan pembangunan Desa, karena desa memivlivkiv tanggungjawab yang cukup 

besar untuk perkembangan suatu negara. Menurut UU novmovr 6 tahun 2014 

tentang desa , menegaskan bahwa pemerivntahan desa menjadiv cukup kuat 

karena desa merupakan bagivan dariv univt ovrganivsasiv pemerivntah yang palivng kecivl 

dan mempunya peranan yang cukup strategivs karena berhadapan langsung 

dengan Masyarakat, yang mana setivap Masyarakat memivlivkiv latar belakang 

kepentivngan dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya segala bentuk kegivatan 

pelayanan dan Pembangunan desa dapat lebivh efektivf dan efivsiven. Maka dariv ivtu 

Pembangunan dan perkembangan divmulaiv dariv livngkup terendah karena akan 

jauh lebivh ovptivmal . karena kemajuan suatu negara pada dasarnya sangat 

divtentukan ovleh kemajuan desa. 

       Dalam melaksanakan pembangunan tentunya tivdak terlepas dariv faktovr 

keuangan, karena untuk keberlangsungan ovperasivovnal pemerivntah desa.  Maka 

dariv ivtu selanjutnya divharapkan bivsa mengelovla keuangannya dengan baivk. 

Mengivngat penggelovntovran dana yang div terivma desa setivap tahunnya menivngkat, 

maka divharapkan dengan divterivmanya anggaran dana desa bivsa untuk lebivh 

memaksivmalkan pembangunan desa, dan menivngkatkan kivnerja pemerivntahan 
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desa agar jauh lebivh baivk untuk kemajuan desa, sehivngga divharapkan agar dapat 

menivngkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

       Menurut Kahov & Subrovtov (2009), menyatakan bahwa pemerivntah daerah 

tivdak akan dapat melaksanakan fungsivnya secara efektivf dan efivsiven tanpa 

adanya bivaya yang cukup untuk memberivkan pelayanan. Karena keuangan 

memang merupakan salah satu krivteriva guna mengetahuiv secara fakta bahwa 

kemampuan daerah bivsa dalam mengurus rumah tangganya sendivriv. 

        Maka dariv ivtu dalam pengelovlaan keuangan desa, divbutuhkan juga 

antusivasme dariv masyarakat desa dalam hal untuk memantau penggunaan dana 

desa agar aparatur desa bivsa lebivh transparan dalam mengelovlanya ,juga 

mengawasiv dalam pembangunan desanya. Kapasivtas aparatur desa yang handal 

dan sarana/prasarana yang memadaiv juga bivsa dapat menjadivkan pelaksaannya 

lebivh transparan dan akuntabel. 

       Sukses atau tivdaknya dariv sebuah pelaksanaan suatu pemerivntahan bivsa 

divlivhat dariv penerapan privnsivp utama yakniv : transparansiv, akuntabivivtas, dan 

partivsivpasiv. Transparansiv bivsa divkatakan sebagaiv sebuah privnsivp dengan bagivan 

memberivkan sebuah ivnfovrmasiv keuangan yang terbuka dan benar adanya  

kepada masyarakat berdasarkan pertivmbangan bahwa masyarakat juga memivlivki v 

hak untuk mengetahuiv secara terbuka dan benar adanya pertanggungjawaban 

pemerivntahan dalam mengelovla sumber daya yang telah divpercayakan 

(Fiverda,2015). 

       Transparansiv adalah sebuah aspek yang mendasar agar terwujudnya 

penyelenggaraan pemerivntahan yang baivk, perwujudan tata kelo vla pemerivntahan 

yang baivk dengan mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlivbatan, serta 
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kemudahan akses untuk warga dalam mengetahuiv provses penyelenggraan 

pemerivntahan (Subarnov,2007 :38). 

      Menurut Mardivasmov (2009), Akuntabivlivtas dalam livngkup pemerivntahan 

(publivk) memivlivkiv maksud yakniv setivap pejabat ataupun aparatur pemerivntahan 

wajivb hukumnya untuk melapovrkan seluruh provgram dan kegivatan yang sudah 

menjadiv tanggung jawab mereka.  Menurut Permendagriv Nov 73 Tahun 2020 

tentang pengawasan pengelovlaan keuangan desa bahwa dalam pengelovlaan 

keuangan desa, sangat divperlukan adanya pengawasan karena untuk 

mewujudkan transparansiv, akuntabivlivtas, tertivb, dan divsivplivn anggaran dalam 

pengelovlaan keuangan desa. Karena beberapa bulan terakhivr ivniv, terutama 

setelah adanya pergantivan kepemivmpivnan negara kivnerja pemerivntahan desa 

tengah menjadiv sovrovtan utama, salah satunya dalam pengelovlaan keuangannya. 

       Transparansiv dan akuntabivlivtas adalah sebuah privnsivp yang memivlivki v 

keterkaivtan dalam pemberivan ivnfovrmasiv dan pertanggungjawaban dalam 

pengelovlaan dana publivk kepada pemerivntah. Karena sivstem akuntabivlivtas harus 

sejalan dengan sivstem transparansiv, supaya tepat sasaran dan bivsa terealivsasi v 

pembangunan untuk masyarakat berjalan dengan lancar, berhasivl, dan bivsa di v 

pertanggungjawabkan  

       Transparansiv dan akuntabivlivtas menjadiv sangat pentivng bagiv pelaksanaan 

fungsiv – fungsiv pemerivntah dalam menjalankan mandat dariv rakyat. Mengivngat 

pemerivntah saat memivlivkiv kewenangan mengambivl berbagaiv keputusan yang 

berdampak bagiv masyarakat, maka dariv ivtu pemerivntah harus menyedivakan 

ivnfovrmasiv yang lengkap mengenaiv apa yang divkerjakannya. Dengan begivtu 
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transparansiv dan akuntabivlivtas menjadiv peran pentivng yang dapat menyelamatkan 

dariv tivndak pivdana penyelewengan kekuasaan dan pengelovlaan keuangan. 

        Dalam pengelovlaan lapovran keuangan, agar bivsa sejalan dengan tujuan dari v 

provgram Nawacivta butivr ke 3 yaivtu membangun I vndovnesiva dariv pivnggivran dengan 

memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI v, harus divlakukan dengan 

tata kelovla yang baivk. Dalam Badan Pusat Stativstivk tahun 2022 div perkivrakan 

sebanyak 83.794 desa yang telah tercatat akan menerivma anggaran dariv APBN. 

       Dalam Peraturan Pemerivntah Nov. 43 Tahun 2014 Pasal 1, bahwa dana desa 

adalah dana yang bersumber dariv anggaran pendapatan dan belanja negara, 

yang div peruntukkan bagiv desa yang divtransfer melaluiv anggaran pendapatan dan 

belanja daerah Kabupaten/Kovta dan div gunakan untuk membivayai v 

penyelenggaraan. Alovkasiv Dana Desa selanjutnya div sivngkat (ADD) adalah dana 

pertivmbangan yang divterivma Kabupaten/Kovta dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kovta setelah divkurangiv alovkasiv dana khusus. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya divsebut (APBD) desa, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerivntah desa. Dengan div terivmanya 

alovkasiv dana desa tersebut div harapkan dapat membantu menivngkatkan dalam 

penyelenggaraan ovtovnovmivnya, dalam mengivkutiv perkembangan dan kemajuan 

desa.   

       Sebelum divlaksanakannya pembangunan BPD juga wajivb melivbatkan 

masyarakat untuk membuat permusyawaratan mengenaiv berbagaiv hal yang 

mencakup provgram yang divrencanakan pivhak desa. Kegivatan  musyawarah 

baivknya bivsa divlaksanakan palivng lambat dalam kurun waktu kurang dariv 1 tahun 
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sebelum pelaksanaannya, dan bivasanya divsebut Musrenbangdes (Musyawarah 

Rencana Pembangun Desa).                                                                                                                                                     

       Dalam upaya melaksanakan tugasnya, pemerivntah akan langsung 

berhadapan dengan masyarakat. Karena setivap kebivjakan yang telah divtetapkan 

pemerivntah pusat maupun pemerivntah daerah pada kenyataannya harus melaluiv 

desa terlebivh dulu, karena desa memivlivkiv peranan yang sangat pentivng dalam 

penentuan keberhasivlan dariv kebivjakan yang telah divbentuk. Div sivsiv laivn , 

pemerivntah telah memberivkan kewenangan kepada desa untuk secara mandivriv 

mengatur dan menanganiv urusan pemerivntahan dan kepentivngan masyarakat, 

tivdak lupa juga dalam pengelovlaan alovkasiv dana desa (ADD) agar bivsa sejalan 

dengan nivlaiv – nivlaiv sovsival yang mungkivn sudah tertanam dalam divriv masyarakat 

ivtu sendivriv, dengan mempunyaiv kemauan untuk terus tumbuh dan berkembang 

mengivkutiv pembangunan untuk kemajuan desa. 

       Dalam pelaksanaannya ada baivknya memang harus melivbatkan masyarakat 

desa, karena pada kenyataannya  beberapa provgram pembangunan desa 

bersumber dariv aspivrasiv masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan masalah yang 

divhadapiv masyarakat, karena untuk bivsa terwujudnya pengelo vlaan dana desa 

yang akuntabel divperlukan analivsivs terhadap mekanivsme pengalovkasivan 

keuangan dana desa. Karena analivsivs pengelovlaan alovkasiv dana desa sangat 

pentivng , karena secara tivdak langsung untuk memastivkan dan memantau bahwa 

desa telah menerapkan dengan jujur dan bertanggung jawab. 

       Penelivtivan terdahulu yang divlakukan ovleh Wahyu (2018), mengenaiv “ 

Akuntabivlivtas dan Transparansiv Pemerivntahan Desa dalam Pengelovlaan Alovkasi v 

Dana Desa (ADD) div DESA Bovrovng Pa’la’la Kecamatan Patalasaang Kabupaten 
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Govwa”. Penelivtivan ivniv menggunakan metovde kualivtativf. Hasivl dariv penelivtivan ivni v 

menggambarkan bahwa Desa Bovrovng Pa’la’la dalam pengelo vlaan keuangan 

desa bersivfat akuntabel dan transparan. Berbeda dengan penelivtivan yang 

divlakukan ovleh Melva (2022), mengenaiv “ Akuntabivlivtas dan Transparansi v 

Pengelovlaan Alovkasiv Dana Desa (ADD) div Desa Salov Kecamatan Salov Kabupaten 

Kampar”. Penelivtivan ivniv menggunakan metovde kualivtativf. Hasivl dariv penelivtivan ivni v 

bahwasanya Desa Salov belum menerapkan privnsivp akuntabivlivtas sepenuhnya , 

karena ada beberapa dalam provses pengelovlaan alovkasiv dana Desa masivh belum 

sesuaiv dengan fovrmat Permendagriv Novmovr 20 Tahun 2018. Tetapiv pada privnsivp 

transparansivnya Desa Salov sudah sepenuhnya divterapkan. 

       Penelivtivan div Desa Lergunovng Kecamatan Klampivs Kabupaten Bangkalan 

memivlivkiv maksud dan tujuan untuk mengetahuiv bahwa transparansiv dan 

akuntabivlivtas pemerivntahan desa dalam pengelovlaan ADD, pemerivntah desa 

harus berusaha agar tepat sasaran sehivngga dapat divgunakan untuk kepentivngan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat divkelas tersebut. Pada tahun 

2023 divlansivr dariv laman berivta Livngkar Jativm divduga adanya penyelewengan 

dana desa, tepatnya pada tahun 2020 saat divaudivt ternyata ada kelebivhan bayar 

sebesar Rp.20 juta rupivah, hal ivtu memivcu tanda tanya masyarakat lantaran 

peruntukkannya tivdak jelas menurut masyarakat setempat. Sehivngga sempat 

terjadiv adanya tivndakan pelapovran dariv masyarakat desa kepada Povlres 

Bangkalan. Bahkan divsivsiv laivn ternyata sempat terjadiv mivsscovmunivcativovn antara 

pivhak terkaivt dan BPD (Desa Lergunovng) , pada saat divwawancaraiv , menurut 

keterangan BPD yang enggan divsebutkan namanya menuturkan bahwa memang 

tivdak melivbatkan divrivnya pada saat ada kegivatan yang divmaksudkan tersebut, 

juga ternyata pada saat ivtu memang sedang tivdak ada pembangunan 
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ivnsfrastruktur div desa tersebut. Ovleh karena ivtu penelivtivan ivniv bertujuan untuk 

menganalivsivs bentuk – bentuk trasparansiv dan akuntabivlivtas pengelovlaan ADD div 

desa Lergunovng. Berdasarkan dariv uraivan latar belakang yang telah divuraivkan 

divatas, Ovleh karena ivtu penulivs akan melakukan penelivtivan dengan judul 

“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN 

ALOKASI DANA DESA “ 
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1.2. Rumusan Masalah 

        Dariv latar belakang yang telah divuraivkan sebelumnya, maka penulivs 

menyivmpulkan rumusan masalah dariv pada penelivtivan ivniv adalah Bagaivmanakah 

penerapan privnsivp Transparansiv dan Akuntabivlivtas pelaksanaan Alovkasiv Dana 

Desa (ADD) div Desa Lergunovng Kecamatan Klampivs Kabupaten Bangkalan 

apakah sesuaiv dengan Permendagriv Novmovr 113 Tahun 2014 ?  

1.3. Tujuan Penelitian 

          Adapun tujuan dariv pada penelivtivan ivniv adalah untuk menganalivsivs dan 

mendeskrivpsivkan akuntabivlivtas dan transparansiv dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Alovkasiv Dana Desa (ADD) div Desa 

Lergunovng Kecamatan Klampivs Kabupaten Bangkalan.  

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dariv pada penelivtivan ivniv adalah sebagaiv berivkut : 

1. Bagiv penulivs , dapat memahamiv, mendalamiv, menambah wawasan, dan 

serta bivsa mengetahuiv tentang akuntabivlivtas dalam pengelovlaan Alovkasi v 

Dana Desa (ADD) div Desa Lergunovng Kecamatan Klampivs Kabupaten 

Bangkalan. 

2. Bagiv akademivs, penelivtivan ivniv dapat divjadivkan mediva referensiv / acuan bagi v 

penulivs selanjutnya yang penelivtivannya berkaivtan dengan akuntabivlivtas 

dalam pengelovlaan Alovkasiv Dana Desa (ADD). 

3. Bagiv penelivtiv selanjutnya, dapat divjadivkan sebagaiv bahan ivnfovrmasiv bagi v 

penelivtiv yang ivngivn membahas permasalahan ivniv divmasa yang akan datang, 

dan juga bivsa divjadivkan untuk menambah referensiv/acuan penelivtivan dalam 

bivdang akuntansiv. 
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4. Bagiv Desa/Pemdes Lergunovng, divharapkan selanjutnya penelivtivan ivniv dapat 

memberivkan ivnfovrmasiv dan masukan mengenaiv akuntabivlivtas dan 

transparansiv dalam pengelovlaan alovkasiv dana desa. 

5. Bagiv Masyarakat Desa,  dengan divadakannya penelivtivan ivniv divharapkan 

masyarakat bivsa lebivh mudah memperovleh ivnfovrmasiv dan bivsa divjadivkan 

pedovman kepada masyarakat agar mengetahuiv pelapovran dana desa dan 

provgram kerja yang div jalankan pemerivntahan desa Lerguno vng.  

1.5. Batasan Penelitian 

       Berdasarkan dariv ivdentivfivkasiv masalah div atas , penulivs hanya membatasiv 

penelivtivannya dalam perencanaan ,pelaksanaan, penatausahaan, pelapovran dan 

pertanggungjawaban dalam pengelovlaan alovkasiv dana desa div desa Lergunovng. 

Hal ivniv divkarenakan untuk mengefivsivensiv waktu penelivtivan, dan penulivs melivhat 

adanya peluang perbedaan dariv setivap penelivtivan yang pernah divlakukan dengan 

mengambivl tovpivk permasalahan yang sama yang divlakukan penelivtiv sebelumnya. 
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